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Abstract: Relation between religion and state is an ultimate theme in the philosophy of Islamic politic. The 

concepts from Al-  al- ila  al- . Actually, there are 

religion is adopted for morality corridor, and is used just to maintain the politic running within the moral ways. 
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Pendahuluan
Ada sebuah keterkejutan dari pemimpin, 

politisi dan pengamat politik di dunia (khu-

-
jatuhkan ‘dinasti’ Pahlevi yang telah lama ber-
cokol dan menghegemoni negeri para mullah 

tua yang menghabiskan sebagian besar wak-
tunya untuk beribadah, mampu mengonsep 
dan mengimplementasikan sebuah revolusi 
yang kemudian disebut sebagai revolusi ter-
besar ketiga dalam sejarah, setelah Revolusi 

-

Kalangan mustad (tertindas) menjadi 
kekuatannya. Dan keadilan—yang memang 
menjadi salah satu poin us
menjadi visi politiknya. Itulah yang diarsiteki 
dan dikomandani langsung oleh Khomeini 
atas Iran, yang kemudian menjadi salah satu 
episode terpenting dalam dinamika falsafat 
politik Islam. Karenanya, tak heran jika itu 

ataupun Timur kala itu yang memiliki keya-
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mengakhiri penantian ‘diam,’ bukan ‘menyi-
-

istilahkan dengan 

Antara Falsafat Teoritis dan Falsafat Praktis
Falsafat terlanjur identik dengan sesu-

atu yang tak ‘membumi’ atau mengawang-
awang. Ia berbicara tentang sesuatu yang 
jauh dari apa yang intens diperbincangkan 
oleh publik di tengah hiruk-pikuk kehidu-
pan mereka; tentang bisnis, perpolitikan, 
ekonomi, dan lain-lain. Ia berbicara tentang 
seuatu yang terlanjur dianggap paten dan tak 
perlu diperbincangkan lagi, apalagi diper-
soalkan: tahu, ada, dan lain-lain. Karenanya, 
bagi sebagian orang, falsafat nyaris tak di-
anggap penting; jika malah tak sebaliknya: 
justru dianggap sebagai upaya mengada-ada. 

terhadap falsafat,juga agama, di tengah arus 
pragmatisme dan materialisme yang begitu 
kuat mencengkram peradaban kita. Segala 
sesuatu dianggap perlu dan penting semata-
mata dalam kacamata materi atau kepen-
tingan. Tanpa mereka sadar bahwa bahkan 
dunia yang terbentuk saat ini, dengan corak 
pragmatisme dan materialismenya, meru-
pakan salah satu efek dari dialektika falsafat, 

Modernisme.’
Memang, dalam falsafat Islam, ada kla-

-
gian. Pertama, falsafat teoritis yang dalam 
tradisi Islam disebut dengan istilah al-h
al nazariyyah. Ranah ini terkait dengan haki-
kat segala sesuatu sebagaimana adanya. 

penulis, ranah inilah dari falsafat yang terlan-
jur diidentikkan dengan kesan mengawang-
awang itu, sebab ia masih berbicara tentang 
sesuatu sebagaimana adanya. Padahal dunia 
kita saat ini seolah tak ingin tahu tentang 
semua itu. Peradaban kita seolah tak mau 
tahu tentang asal mula mereka dan apa yang 

ada di sekitar atau bahkan di dalam diri me-
reka sendiri. Yang mereka inginkan adalah 
bagaimana membuat sesuatu itu bermanfaat. 

falsafat praktis yang dalam tradisi 
Islam populer dengan istilah al-h

. Ranah ini terkait dengan 
sesuatu sebagaimana harusnya. Maka ranah 
ini terkait dengan etika, ekonomi dan juga 
tentunya politik. Pasalnya, etika mengatur 
tentang bagaimana individu harus berprilaku. 
Ekonomi mengatur tentang bagaimana 
seseorang harus mengatur uangnya agar 
bisa bertahan hidup. Sedangkan politik 
mengatur tentang bagaimana harusnya 
mengatur suatu kota (politea) atau negara. 
Nah, falsafat praktis inilah yang cenderung 
‘membumi’ dan menarik bagi masyarakat 
saat ini pada umumnya. Karenanya, falsafat 
praktis juga banyak digeluti oleh seluruh 
elemen masyarakat. Walaupun, menurut 
penulis, mereka menggeluti fenomena dari 
falsafat praktis, tapi bukan falsafat praktis 
itu sendiri pada pengertian sejatinya. Dalam 
pengertian sejatinya adalah bagaimana 
kita mampu membuat sesuatu berjalan 
sebagaimana harusnya, tanpa kita tahu 

dalam falsafat, falsafat praktis harus 
berdasar pada falsafat teoritis. Artinya, 
falsafat praktis seharusnya justru dimulai 
saat falsafat teoritis sampai pada ujungnya. 
Dengan begitu, bangunan etika, ekonomi 
dan politik akan kokoh dan sesuai dengan 
‘embrio’-nya. Sebaliknya, tanpa itu, etika, 
ekonomi dan politik akan muncul, berjalan 
dan berkembang sesuai dengan hasrat, 
kepentingan dan kemauan subyektif setiap 
pemegangnya. Karenanya, ia akan rapuh dan 
kacau. Kerapuhan dan kekacauan itulah yang 
kian terbentuk dalam tata kehidupan etika, 
ekonomi dan politik kita.

Tauhid sebagai Landasan

antara falsafat praktis dan teoritis, dalam 
falsafat Islam setiap pembahasan dalam 
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falsafat praktisnya selalu dimulai dari 
pembahasan tentang Tuhan, alam semesta dan 
posisi manusia di hadapan Tuhan dan alam 
semesta, sebagai basis teoritisnya. Tak kalah 
penting, apa dan ke mana tujuan keberadaan 
manusia.

Dalam konteks alam semesta, misalnya, 
alam tak dilihat sebagai ‘mesin besar’ yang 
mati, karenanya patut dieksploitasi secara 
penuh, seperti berkembang dalam sains 
modern. Pola pandangan manusia dan alam 
berbasis subyek-obyek ini bahkan menjadi 

dalam perspektif Islam, alam tak dilihat 
kecuali juga ‘hidup’ seperti manusia. Ia 
juga bersifat suci, sebagai karunia Allah. 
Karenanya, ia harus diperlakukan dalam 
relasi berbasis subyek-subyek, yakni ramah, 
bijak dan perlakuan arif lainnya sebagaimana 

alam dilihat sebagai cerminan (teophany atau 
tajalliyyah) dari Allah. Hukum alam pun, 
yakni mekanisme keteraturan kosmologis, 
dalam Islam disebut sebagai sunnah Allah 

sia. Islam memandang manusia sebagai ‘alam 
kecil’ ( atau mikrokosmos), 
sebagai cerminan dari ‘alam semesta’ (al-

atau makrokosmos.) Dalam 

manusia dilihat sebagai cerminan Allah, 

Tuhannya.” Oleh karena itu, Allah dalam 

‘sebaik-baik ciptaan’ yang dituntut menjadi 
‘khalifah Allah’ di bumi. 

kemudian menjadi titik tolak konsepsi tentang 
manusia sebagai pemimpin, baik bagi dirinya 
sendiri dalam kepribadian, keluarga dalam 
rumah tangga atau bahkan rakyat dalam 
negara. Itulah ‘embrio’ konsepsi politik 
(khususnya kepemimpinan) dalam falsafat 

politik Islam. Ia tak dilihat dalam ranah 
praktis semata, sehingga menjadi sangat 
pragmatis seperti politik yang berkembang di 

pada teori yang bahkan bukan hanya rasional, 
tapi spiritual, seperti terlihat dalam konsep 

 

terpisah, apalagi memisahkan, pemikiran dan 
konsep politik Khomeini dari falsafat hikmah 

pakar politik dan pemimpin negara-negara 

keberhasilan Revolusi Islam Iran dengan 
berkata, 

 Dalam artian, Revolusi 
Islam Iran yang berbasis pada nilai-nilai 
spiritualitas itu sungguh jauh dari nalar 

modernisme yang bertumpu pada nilai-nilai 
pragmatisme dan rasionalisme instrumental 
dengan basis nalar, 

Sejarah Falsafat Politik Islam

sebagai failasuf Islam pertama pernah 
membuat risalah tentang politik 
dan risalah lain tentang pemerintahan massa 

itu tak terselamatkan. Yang terselamatkan 
hanyalah risalahnya tentang etika yang 
kemudian menjadi landasan utama politik. 

Jejak pertama paling kental tentang 
pemikiran politik Islam ditorehkan oleh 

sebagai failasuf politik Muslim dengan 
konsep falsafat politiknya. Salah satu karya 
paling tersohornya yang dinilai kental akan 
nuansa falsafat politik yakni 

ilah 
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pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan 
politik. Konsep ini dekat dengan falsafat 
politik Plato yang menegaskan bahwa keba-
hagiaan puncak hanya bisa didapat dalam 
negara (politea) yang ideal.

narnya mendasari pemikiran politiknya 
dengan basis falsafat yang kental, meliputi 
epistemologi, falsafat wujud dan etika. 
Seperti dikemukakan penulis, dalam falsafat 
Islam, ada keterkaitan erat antara konsep 

kekuatan nuansa etika dan falsafat dalam 
karya itu membuat beberapa pakar falsafat 
Islam memilih untuk menyebut karya itu 
sebagai karya ‘falsafat kenabian’ (prophetic 
philosophy), ketimbang sebagai sebuah 
risalah politik.1 

Falsafat politik Islam kemudian dilan-
jutkan rekonstruksinya oleh para penulis 
anonim yang kemungkinan besar failasuf 

mai dirinya sebagai kelompok 
(Persaudaraan Suci.) Mereka menulis 

sebuah ensiklopedi yang dihimpun sebelum 

(Risalah Persaudaraan Suci.) Dalam risalah 
itu, mereka mendasari pemikiran politik 
pada pembersihan jiwa dan perbaikan watak 
dengan pengetahuan tentang hal-hal yang 
bersifat intelektualitas  
Menurut mereka itulah kunci keselamatan di 
kehidupan setelah kematian nanti.

Risalah itu didasarkan pada falsafat poli-
-

gagasan-gagasan politik yang agak rumit 
dan pelik, namun detil. Mereka, misalnya, 
membagi manusia menjadi tiga kelompok: 
elit ) yang dapat mengetahui mis-
teri agama, massa yang memu-
nyai akses pada esoterik agama (seperti ke-
wajiban agama: salat, zakat, dan lain-lain), 

1 Yamani, 

serta menengah (mutawassit) yang dapat me-
renungkan dan memikirkan dogma agama, 

secara bebas  Melalui risalah itu pula, 
mereka mengritik kondisi zaman, di mana 
kelompok masarakat kaya tak peduli dan 
merasa tak memiliki tanggung jawab moral 
pada tetangganya yang miskin. Sehingga ke-
senjangan sosial-ekonomi begitu menganga. 

orang-orang di zaman mereka, termasuk pen-
guasa diktator dan menindas (z 2 

apatis pada peluang tegaknya negara profetik 

Muhammad. Karenanya, di bawah penga-

mengembangkan konsep ‘negara spiritual 
utama’  sebagai 
tawaran konkrit dari kritik terhadap negara di 
zaman mereka yang dinilai merepresentasikan 
nafsu dan hasrat berkuasa, bukan spiritualitas 
dan amanat suci. 

politik Islamnya pada realitas bahwa manu-
sia berbeda-beda. Sehingga, baginya, manu-
sia butuh kekuasaan, juga hukum, untuk 
mengatur tata kehidupan mereka, sehingga 
mengarah pada tata kehidupan yang ideal. 
Tata kehidupan yang ideal itu penting, sebab 

nya, kehidupan akhirat adalah ‘buah’ dari 
‘pohon besar’ bernama kehidupan dunia. 

tak dapat menempuh kehidupan yang benar 

berangkat dari pluralitas manusia itu, setiap 
individu membutuhkan masyarakat, sebab 
bahkan dalam struktur masyarakat yang hie-
rarkis, antar satu kelas dengan kelas lainnya 
saling tergantung. Sehingga atas dasar kesa-
lingbergantungan itulah maka seharusnya 

2 Yamani, Filsafat 
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antar manusia saling menghargai dan meng-
hormati. Relasi-relasi antar mereka harus 
berlangsung secara adil. Untuk itu maka se-
tiap manusia harus taat hukum, baik dalam 
kaitannya dengan Tuhan  mau-
pun sesama manusia  Syari‘ah 
Islam juga menempati posisi penting dalam 

-
sisikan sebagai kunci kesuksesan dunia dan 
kebahagiaan akhirat.   

kita menemui keterkaitan erat antara agama 
dan negara. Falsafat politiknya secara umum 
didasarkan pada ‘kebijaksanaan praktis’ 
(yang berkaitan dengan tindakan di dunia) 
yang berpadu dengan ‘kebijaksanaan teoritis’ 
(al-h ariyyah) melalui ilmu 
falsafat. Dengan dua kebijaksaan itulah, 
masyarakat akan menjadi bahagia. Seperti 
para failasuf Islam sebelumnya, khususnya 

profetis sebagai syarat utama bagi pemimpin. 
Karenanya, jika bukan nabi, maka penguasa 

adalah manusia yang terpilih karena memiliki 
kualitas profetis khusus dan istimewa.

Selain para failasuf tersebut, masih 
ada beberapa failasuf lain yang mencoba 
menawarkan pemikiran politk Islam: Ibn 

ufayl, Ibn Rusyd juga Ibn 
-

kan pemikiran falsafat politik Islam sekadar 
, dan 

bagai basis bagi pemikiran politik Islam yang 
kemudian memengaruhi falsafat politik Islam 

-
ma dalam tulisan ini. 

Dari paparan akan empat falsafat poli-

beberapa kesimpulan dasar yang bisa dice-
tuskan di sini. Pertama, dalam kacamata para 
failasuf tersebut, politik patut dikonstruksi 

 Yamani, Filsafat 

menjadi ‘jembatan’ untuk mengantarkan ma-
syarakatnya pada kebahagiaan, baik di dunia 
maupun di akhirat. Idealnya sebuah konsep 
politik Islam berbanding lurus dengan sejauh 
mana konsep itu bisa mengantarkan masyara-
katnya untuk mencapai kebahagiaan itu. 

tak ada ‘aroma’ sekularisme 
dalam seluruh pemikiran falsafat politik 
Islam dari failasuf Islam terdahulu itu. 
Artinya, mereka menuntut integrasi antara 
agama dan politik sebagai perangkat integral 
bagi suatu tata kelola sebuah negara yang 
ideal. Ketimpangan di antara keduanya juga 
akan berakibat pada tak tercapainya tujuan 
luhur politik seperti dipaparkan dalam poin 

haruslah pribadi yang mewarisi kualitas-
kualitas profetik seperti ada secara sempurna 

salah satu poin terpenting dalam 
pembahasan tentang sejarah falsafat politik 
Islam yakni terpenuhinya asas keadilan 
dalam sebuah negara ideal. Keniscayaan 
akan pluralitas masyarakat yang semuanya 
memiliki ketergantungan satu dengan yang 
lainnya membuat asas keadilan menjadi 
pondasi utama dalam pemikiran falsafat politik 
Islam. Keadilan bukan berarti kesamaan. 

Adanya kelas-kelas dalam masyarakat yang 
secara umum dibedakan dalam dua kelompok 
(penguasa dan rakyat), yang artinya ada 
perbedaan antar keduanya dalam banyak hal, 
bukan berarti tak ada asas keadilan, sebab 
keadilan adalah tentang bagaimana masing-
masing kelompok menjalankan kewajiban 
dan menuntut haknya secara proporsional. 
Sehingga roda kehidupan berjalan secara 
ideal, dan cita-cita bersamanya menjadi 
terwujud. 

mereka mendasarkan falsafat 
politik Islam pada kesadaran akan kenisca-
yaan pluralitas dalam masyarakat. Karenanya, 
konsep kepemimpinan politik dalam pemiki-
ran falsafat politik Islam mereka dibangun di 
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atas komitmen untuk membangun tata ma-
syarakat yang harmoni di tengah pluralitas. 

penyamarataan. Seperti telah ditegaskan di 
poin ketiga bahwa keadilan bukan tentang 
penyamarataan, melainkan proporsionalitas. 
Juga telah ditegaskan bahwa setiap karakter 
individu atau kelompok masyarakat sama- 
sama memiliki keunggulan antar satu dan 
yang lainnya, sehingga ketergantungan an-
tar satu dan yang lainnya merupakan kenis-
cayaan di tengah pluralitas itu. Karenanya, 
kehadiran pemimpin diorientasikan untuk 
membina pluralitas itu berdasar pada nilai-
nilai keadilan, perdamaian, kesetaraan dan 
harmoni. 

mereka menempatkan ‘kebijak-
sanaan teoritis’ dan ‘kebijaksanaan praktis’ 
dalam falsafat politik Islam secara integral. 
Dua model kebijaksanaan itu harus 
terpenuhi dalam pribadi seorang pemimpin 
dan terimplementasikan dalam kebijakan 
politiknya di negaranya. Ketidakhadiran 
salah satunya atau kegagalan salah satunya 
mengikat pada salah satu yang lain akan 
menjadi sebab bagi akibat berupa kegagalan 
kepemimpinan dan pembentukan negara 
ideal.

mereka juga meniscayakan ada-
nya etika-moral dalam tata kehidupan ma-
syarakat di sebuah negara yang ideal. Etika-
moral itu tentu yang utama terinspirasi dari 
agama. Tanpa etika-moral, maka politik begitu 
mudah dimanipulasi ke sana-ke mari oleh pe-
mimpin atau pun rakyatnya sesuai dengan has-
rat pragmatis mereka masing-masing.

mereka juga menempatkan sya-
ri‘ah sebagai ornamen penting bagi sebuah 
masyarakat. Ini terkait dengan integrasi 
agama dan politik seperti dijelaskan dalam 
poin kedua. Kebahagiaan sempurna bagi 
masyarakat di sebuah negara ideal mustahil 
bisa dicapai hanya dalam kedisiplinan 
pada hukum-hukum profan yang mengatur 
tata kehidupan antar sesama manusia 

, tapi juga patut disiplin dalam 

penerapan hukum-hukum yang terkait dengan 
Tuhan  

Agama dan Politik dalam Sejarah Politik 
Islam

Meskipun ‘aroma’ sekularisme tak memi-
liki jejaknya dalam sejarah pemikiran falsafat 
politik Islam yang dipaparkan penulis, namun 
bukan berarti pemikiran politik seperti itu tak 

falsafat politik Islam menemui landasannya 

-
pakan simbol integrasi agama dan politik. Ia 
bukan hanya menjadi pemimpin agama, tapi 
juga pemimpin negara. Tak ada garis pemisah 
antara agama dan negara di zaman beliau. 
Hukum agama secara langsung menjadi hu-
kum negara. Perpolitikan juga dilandaskan 
pada nilai etik-moral agama. 

perbedaan pendapat di internal umat Islam 
mengenai kepemimpinan. Sekelompok umat 

-

menegaskan tentang suksesi kepemimpinan 

H
-

jadi pemimpin (baik agama maupun politik) 
sepeninggalnya. Salah satu H
tentang hal itu yang dinilai (ter-

wilayah bernama , sepulang 

berjumlah ribuan saat itu dari haji terakhir 

peristiwa di  itu. Artinya, 

-

maka Islam tak sempurna.
Adapun sekelompok Muslim yang 
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tak pernah melakukan proses suksesi kepe-
mimpinan. Adapun H

menafsirkannya secara berbeda. Mereka 
secara umum menafsirkannya sebagai pene-

meyakini bahwa kepemimpinan atas agama 

bagi kepemimpinan politik. Karenanya 
mereka melakukan pertemuan di suatu tempat 

ditempuh melalui jalur musyawarah, namun 

menye-
butkan bahwa saat musyawarah terjadi di 

imah mendampingi 

Talh
 

Padahal nama-nama itu, terlebih mereka 

keberadaan mereka dalam musyawarah 

tersebut dinilai sebagai geneologi nuansa 
demokrasi dalam Islam, tentu itu tak bisa 

 Jalaluddin Rakhmat, “Pengantar,” dalam 
Yamani, Filsafat 11.

dipertanggungjawabkan. 
Selain itu, jika merujuk pada masa 

Islam seolah tak 
memiliki konsepsi politik yang jelas dan utuh. 
Tak ada konsep tentang suksesi. Itu terlihat, 

‘Umar justru dipilih dengan penunjukan 

berdasarkan pilihan—bahkan desakan—
dari umat Islam saat itu. Karenanya, yang 

kekhalifahannya adalah mencoba merapikan 
kembali sistem politik Islam yang telah 

demi surat  ia kirimkan kepada gubernur-
gubernurnya yang berisi tuntunan tentang 
etika-moral politik, hukum, dan ekonomi 
Islam. Pasalnya, di zamannya, sistem politik 
Muslim sudah terbentuk sedemikian rupa 

telah keluar dari nilai-nilai Islam. 

geneologi sekularisme Islam; di mana agama 

mewariskan kepemimpinanya secara politik, 
namun hanya secara keagamaan yakni kepada 

pemimpin, tapi para khalifah sebelumnya 
menjadikannya sebagai rujukan utama atau 
bahkan kiblat bagi urusan-urusan keislaman 

pemimpin agama dibanding sahabat lain, 
bahkan dirinya sendiri yang kala itu menjadi 

gubernur-gubernurnya bisa dilihat dalam Nahj al-
.
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khalifah, dengan mengatakan, 
 

  

Agama dan Politik dalam Polemik Falsafat 
Politik Islam

Apakah keniscayaan menegakkan peme-
rintahan merupakan suatu kewajiban ke-
agamaan atau suatu kebutuhan yang bersifat 

satu pertanyaan kunci dalam falsafat politik 
Islam. 

umum mereka sepakat bahwa penegakan 
pemerintahan merupakan kewajiban keaga-

dan . Wilayah merupakan konsep 
luas yang di dalamnya meliputi 
dan iniyyah.  sendiri 
merupakan kepemimpinan , peme-
rintahan (h  dan  
dalam urusan dunia dan agama, yang terdapat 

Konsep  itu pula yang kemudian 
diinterpretasikan ulang secara kontekstual 
oleh 

. 

cualian pada Mu‘tazilah yang menganggap 
penegakan pemerintahan sebagai kewajiban 

gakan pemerintahan sebagai kewajiban 
rasional semata. Pendapat itu, misalnya, 

Ibn Taymiyyah, dan lain-lain. Oleh karena 
itu, penegakan pemerintahan di dunia Muslim 

secara umum itu tak memandang penegakan 
pemerintahan sebagai sesuatu yang sakral 
sebagaimana dalam pandangan Mu‘tazilah 

salah satu kewajiban dasar agama (us  
Maka penegakan pemerintahan dalam 

-

 (Jakarta: 

sional tentang perlunya antar individu beker-
jasama secara kolektif untuk mencapai tu-
juan bersama mereka, yakni menjalankan 
kehidupan yang baik dan bahagia berdasar-
kan syari‘at Islam. Karena mereka meyakini 
bahwa kehidupan yang baik dan membaha-
giakan itu yang berbasis syari‘at Islam, maka 
pemimpinnya pun harus dipilih berdasarkan 
kriteria syari‘at. Artinya, pemimpin harus 
bijak, berakhlak, dan juga memiliki pemaha-
man atas syari‘at. 

menegaskan bahwa kekuasaan temporal dan 
spiritual tak harus ada dalam satu kekuasaan 
tunggal. Keduanya bisa dipisahkan dan dipe-

untuk mengakomodasi dan memberikan 
legitimasi atas pemerintahan Saljuk, al-

suatu kekuatan militer sebagai pemimpin 
pemerintahan.

Adapun Ibn Taymiyyah, berbeda dari 

Meskipun ia juga menggemakan sifat otokra-
tik pemerintah dan klaim keilahiannya, na-
mun ia tetap mengharuskan pemerintah untuk 
bermusyawarah dengan rakyatnya mengenai 
masalah-masalah negara. 

-
mungkinkan transfer kepemimpinan umat 
dari khilafah kepada sultan sebagai penguasa 
temporal. Syaratnya adalah bahwa seorang 
sultan harus mengakui universalitas syari‘at. 

kekuasaan sultan dengan mewajibkan ketun-
dukan penuh padanya dan keharaman mem-
berontak meskipun sultan memiliki akhlak 
yang buruk.  

Maka praktis sebenarnya konsep politik 

 Yamani, Filsafat 100-1.
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seiring dengan perubahan konteks politik 
ulama di setiap zamannya. Mereka cenderung 
berkompromi dengan para penguasa di 
zamannya, sehingga melakukan berbagai 

 

usayn) sekalipun tak luput dari 
legitimasi para ulama di zamannya. 

Menurut penulis, ada ketidakpastian 

sebenarnya telah dimulai sejak pemilihan 

dari agama merupakan pangkal utama 
ketidakpastian itu. 

-
teks politik di setiap zaman. Artinya, modi-

-
teks, agar keberadaan pemerintah tak bersifat 

-
luar dari ideologi dasar Islam yang telah di-

antara agama dan politik. Jika tidak, maka 
perpolitikan bisa dipermainkan ke sana ke 
mari sesuai dengan kepentingan sosok atau 
kelompok yang kuat di setiap zaman. Itu per-
sis seperti yang terjadi dalam sejarah politik 
Islam. Dan karena itu pula, sejarah politik 
Islam ‘terlumuri’ darah dan penuh dengan 
ketidakpastian. Menarik di sini untuk menge-
mukakan pernyataan H.A.R. Gibb yang me-
nyatakan,

politik universal. Dasar utama pemikiran politik 

prinsip bahwa khilafah adalah suatu pemerintahan 
yang menjaga aturan-aturan syari‘at dan menjamin 
penerapannya dalam praktik. Selama prinsip ini 
berjalan, boleh jadi terdapat perbedaan pendapat 
yang tak terbatas dalam hal penerapannya.8

Sejarah 

8 Yamani, Filsafat 101.

salah satu prinsip dasar politik adalah salah 
satu dasar agama (us
Selain itu, kepemimpinan atas umat (agama) 
ataupun rakyat (negara) juga diatur langsung 
dalam us

setelah beliau. Artinya, di masa adanya 

adalah teokrasi. 

Pertama, 

teokrasi sebagai konsep politik Islam yang 
ditopang oleh nass
yang 
bahwa Islam juga mengatur masalah politik. 
Tak ada pemisahan antara agama dan 
politik. Kehidupan politik manusia harus 
berjalan berdasarkan ketentuan agama yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, 
toleransi, kemanusiaan, keadilan dan berbagai 
prinsip dasar universal yang seolah bisa 
disingkat dengan satu kata, yakni ‘demokratis.’ 

para imam itu adalah manusia suci yang 
terbebas dari dosa dan telah sampai 
pada puncak kebijaksanaan. karena di 

itu juga didukung oleh masyarakat Muslim. 
Hanya saja, oleh rezim yang berkuasa, baik 

imam itu ditarik dan dijauhkan dari tengah-
tengah umat dan rakyat, ditekan, dipenjara 
dan dibunuh, agar tak dinobatkan rakyat 
menjadi pemimpin agama sekaligus politik. 

karena mereka memiliki nass dan argumentasi 
yang kuat yang menegaskan bahwa teokrasi 
merupakan konsep politik Islam di masa para 
imam itu.

mimpin umat Islam; itu pun meneruskan 
konsep kekhilafahan dan dalam waktu yang 
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relatif singkat hingga akhirnya dibunuh. 

pernah menjadi pemimpin politik umat Islam 
dan juga mati dibunuh atau diracun oleh 
rezim politik otoriter di bawah kekuasaan 

mengalami apa yang disebut dengan ghaybah 
(kegaiban besar.) Sejak saat itu, tak 

imam di muka bumi. Maka secara otomatis, 

hidup para imam pun tak berlaku.
Sejak masa itu konsep 

dikembangkan sesuai nilai-nilai dasar Islam 
yang diadaptasikan dengan konteks zaman dan 
diuji oleh nalar publik yang melingkupinya. 

‘revolusi Islam’ yang diusung oleh salah 

menjadi pilihan politik Hizbullah, misalnya, 

Jenderal Hizbullah) mengatakan jika mereka 
mau mereka bisa menerapkan ‘revolusi 

pluralitas rakyatnya bukan negeri yang tepat 
untuk melakukan ‘revolusi Islam’ seperti 
yang dilakukan 

atau bahkan tak setuju dengan konsep politik 
Islam apapun, di manapun yang dibentuk oleh 
siapa pun di zaman seperti saat 
ini, sah-sah saja dan sama sekali tak berdosa 

di tingkat dasar agama (us maupun 
cabang agama 
seperti itu perlu demi tercapainya tata kelola 
pemerintahan yang lebih baik.

yang 
dibangun oleh 

yang berhasil diterapkan di satu tata kelola 

beberapa rezim politik yang dinilai sebagai 

seperti S

pada kenyataannya dibentuk bukan sebagai 

kemunculan dinasti itu, sama sekali tak terkait 

hanya dibangun oleh sekelompok orang dari 
suku tertentu yang kebetulan bermadzhab 

dinasti, namun bukan karena tendensi ke-
afawiyyah 

didirikan oleh para pengikut suatu tarekat 
yang pada awalnya sama sekali bukan 

Dalam proses pendirian dinasti itu, para 
ulama tak memiliki andil dan tak terlibat aktif. 

melakukan tindakan yang mencerminkan ke-

tetap tersubordinasikan pada kekuasaan 
politik, yakni dengan memisahkan kekuasaan 
politik yang dipegang oleh anggota dinasti 
dan spiritual oleh ulama. Artinya, masih ada 
nuansa pemisahan antara agama dan politik. 
Karenanya, menurut penulis, dinasti-dinasti 
itu, khususnya Safawiyyah, sama sekali tak 

Dasar : Pembacaan Atas 
Catatan Perkuliahan Khomeini di Najaf 
1970

berbeda dari gelombang revolusi yang terjadi 
di negara-negara Timur Tengah yang dimulai 
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diistilahkan dengan .  Revolusi 
itu bukanlah sebuah ‘letupan’ yang muncul 
secara tiba-tiba dan bersifat emosional belaka 
akibat panjangnya penderitaan di bawah 
kediktatoran rezim Pahlevi. Revolusi itu juga 

Islam di Timur Tengah (khususnya di Iran) 

namun hidup di bawah otoritarianisme rezim 
Pahlevi yang menegakkan pemerintahannya 
di atas prinsip kedinastian yang hegemonik. 
Revolusi Islam Iran merupakan sebuah 
gerakan menuju implementasi sebuah kon-
sep utuh tentang negara ideal dalam sudut 
pandang Islam yang telah dicanangkan 
oleh 
ulama besar Islam—khususnya Muhammad 

Republik Islam Iran, bisa dipahami secara 
utuh jika ditarik kajiannya sejak konsepnya 
dikuliahkan oleh 

Dalam perkuliahan itu Khomeini 
berbicara tentang ; sebuah 
konsep yang kemudian menjadi konsep 
politik Republik Islam Iran. Perkuliahan itu 
juga merupakan paparan yang kemudian 
memberi pengaruh terbesar dalam penyu-

itu menjadi Republik Islam Iran melalui 
referendum dengan persetujuan lebih dari 

yakni pengembangan gagasan akan tanggung 
jawab ulama dalam pemerintahan, dalam 
bentuk struktur terlembagakan yang harus 
diserahi kepercayaan kepemimpinan negara 
tersebut. 

pemerintahan (politik) bukan lagi setengah-
setengah. Ia melangkah sangat jauh dengan 
menyerukan agar ulama turut campur secara 
langsung di segala permasalahan politik. 

tuduhan pada mereka yang ia sebut sebagai 
musuh Islam, yang mengatakan bahwa Islam 
tak berurusan dengan organisasi kehidupan 
dan kemasyarakatan, namun hanya mengurusi 
aturan menstruasi dan melahirkan. 

orang terpelajar yang berada di sudut Najaf 

 kata Khomeini dalam salah satu 
 

Pemerintahan Islam yang dicetuskan 
oleh Khomeini di Iran merupakan jawaban 
atas segala klaim sekularis dan tuduhan akan 
keterpisahan agama (Islam) dan politik, 
juga pesimisme umat Islam terhadap Islam 
sebagai sebuah ideologi politik yang paling 
berhak atas diri mereka. Republik Islam Iran 
juga merupakan realisasi konkrit tentang 
konseptualisasi politik Islam yang ia gali dari 

yang berbasis pada keyakinan akan 
dan . 

10 
ada dua landasan yang mendasari konsepsi 
tentang sebagai konsep 
politik Islam. Pertama, landasan teologis 

,” ayat yang mengamanahkan dan 
melegitimasi pemerintahan yang berdasar 
pada Islam dan proses institusionalisasi 

 Chibli Mallat, 

10 Salah satu alim terbesar Irak di era itu yang kemudian 
mati dibunuh oleh rezim Saddam Hussein karena kedekatannya 
dengan Khomeini dan penilaian akan keterlibatannya dalam 
Revolusi Islam Iran serta kecurigaan akan upaya melakukan 
impor revolusi dari Iran. Menurut penulis, catatannya 
merupakan ‘notulensi’ terlengkap dan terbaik atas konsep 

yang disampaikannya dalam 

kompeten untuk dijadikan rujukan atas apa yang direalisasikan 

menyebut catatan itu sebagai blue print paling pertama dari 
konstitusi yang akhirnya diadopsi dalam Republik Islam 
Iran. Karenanya, pasca-Revolusi Islam Iran, catatan Sadr itu 
segera diterjemahkan ke bahasa Persia untuk dipublikasikan 
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ditafsirkan secara sempit dengan merujuk 
pada , tanpa kontekstualisasi 
dengan konteks kekinian. ayat 
itu berkenaan dengan pertikaian dua orang 
Yahudi soal perzinahan yang kemudian 

kan relevansi dari hukum mereka sendiri 
sebagaimana yang terungkap dalam buku-
buku dan dikembangkan pada dalam 
interpretasinya.11 Ini sebenarnya bukan 
sebuah interpretasi, namun hanya pembacaan 
atas teks dengan memertimbangkan 

-nya. Jika pun dikategorikan sebuah 
penafsiran, itu merupakan penafsiran yang 
sempit, sebab penafsiran itu hanya bertumpu 

terdalamnya serta tak mengadaptasinya 
dengan konteks kekinian.

rikan interpretasi baru dengan karakterisasi 
oleh sebuah skema yang menyentuh baik 
penafsiran konstitusional politis maupun 

menjelaskan bahwa ayat itu menegaskan 
tiga kategori penting, yakni nabiyyun, 

dan . Nabiyyun adalah 
para nabi, rabbaniyyun adalah para imam 

nabi sesuai kehendak Allah dan 
adalah ulama yang telah sampai 

pada tingkatan tertentu yang dinilai 
sebagai kesinambungan hak dari 

ulama dengan tingkatan tertentu 
telah mendapat amanah dari Allah melalui 
ayat itu untuk menjaga Republik Islam 
dalam suatu tata cara yang didesain oleh 
Plato bagi ‘Raja Failasuf’ di kota idealnya.12 
Oleh karena itu, ayat itu bukan hanya dinilai 
sebagai legitimasi, tapi tuntutan bagi ulama 
agar terlibat langsung dan memegang penuh 

11 Chibli Mallat, , 100.
12 Chibli Mallat,  100-1.

pemerintahan sebagai tugas warisan dari 

menurut Khomeini, juga merupakan bentuk 
sikap aktif dalam memersiapkan ‘panggung’ 

lama berada dalam masa kegaiban. Itu 
sekaligus kritik Khomeini atas ulama-ulama 

ia akan hadir jika ‘panggung’-nya telah 
disiapkan oleh para pengikutnya dan mereka 
siap akan kedatangannya. Oleh karena itu, 
Revolusi Islam Iran dalam skala luas dinilai 

dari politik menjadi aktivisme-
revolusioner politik. 

bagian dari sebuah seri dalam koleksi ber-
judul , Sadr mene-
gaskan bahwa setiap sistem dibuat berdasar-
kan tujuan, dan tujuan dari konseptualisasi 
pemerintahan Islam adalah pembangunan 
jembatan menuju Tuhan Yang Mutlak dan se-

yakni keadilan, kekuatan, kasih sayang, ke-
dermawanan dan lain-lain. 

Di samping itu, yang terpenting menurut 
Sadr adalah pembebasan manusia dari segala 
ikatan yang bersifat duniawi. Menurut Sadr, 
itu bukanlah konsep imajiner, tapi seperti 
di negara-negara lain di dunia. Keadilan 

ammad dan 

bisa disemai melalui pemerintahan Islam. 
Karenanya, dalam masyarakat Islam, nilai-
nilai itu seharusnya tak hanya jadi semboyan, 
seperti di negara-negara lain di dunia. Ia 
harus diimplementasikan dalam satu tata 
kelola masyarakat Muslim. 

Sadr menekankan tentang keadilan sebagai 
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dalil sentral pernyataan politis Islam. 
Pemerintahan Islam adalah pemerintahan 
untuk menegakkan keadilan yang merupakan 
us
Islam merupakan upaya pembuktian bahwa 
keadilan bukan hanya sebuah slogan imajiner 

sebuah tata nilai paling mendasar dari 
kehidupan manusia, yang karenanya patut 
dipraktikkan secara sempurna. Hal itu telah 
pernah diteladankan dalam pemerintahan 

fah keempat. 
Maka secara lebih konkrit Sadr menulis-

kan empat prinsip dari satu tata kelola peme-
rintahan Islam. Pertama, kedaulatan hakiki 

l) hanya ada pada Tuhan. 
Perwakilan publik 
berkenaan dengan agung (al-

mujtahid al-mut , sebagaimana ditegaskan 
-

annya, bahwa hal itu dipegang oleh . 
Para itulah yang menduduki jabatan 
perwakilan (the deputyship), dalam konteks 
keadilan dalam penerapan syari‘at dan hak 
untuk melengkapi pengawasan dalam sudut 
syari‘at. suksesi kepemimpinan bang-
sa (ummah) terletak pada basis prinsip kon-
sultasi  yang memberikan bangsa hak 
untuk menentukan sendiri urusan-urusannya 
dalam kerangka kerja pengawasan konsitu-
sional dan pengadilan 

prinsip konsultasi dan pe-

parlemen yang mewakili dan berasal dari 
bangsa (yanbat  melalui pemilihan umum. 
Empat prinsip ini yang kemudian diimple-
mentasikan dalam tata kelola pemerintahan 
Islam di Iran pasca-Revolusi Islam Iran yang 
keempatnya diadopsi dalam Konstitusi Iran.  

 Chibli Mallat, , 110-11.

: Sebuah Interpretasi Atas 

merupakan interpretasi 
Khomeini atas sistem politik Islam yang 

pada 

Karenanya, menurut Khomeini, perlu sebuah 
interpretasi atas sistem politik Islam untuk 
menjadi konsep politik di dunia Islam di 

berhak atas krisis kepemimpinan. 
merupakan konsep yang dihasilkan 

dari renungan dan interpretasi atas konsep 

konsep yang merupakan lanjutannya. 

tusi Iran, dalam konsep 

kepemimpinan umat beralih 
pada ulama yang adil dan saleh, yang 
memahami secara utuh konteks zaman dan 
umatnya, juga berani, tegas, cerdas, serta 
diakui dan diterima oleh mayoritas rakyat. 
Ulama tersebut kemudian disebut . 

Di masa kegaiban, konsep politik Islam 
bebas dikembangkan sesuai nilai-nilai dasar 
Islam yang diadaptasikan dengan konteks za-
man dan diuji oleh nalar publik yang meling-
kupinya. Sehingga tak heran, misalnya, Iran, 

-

Islam’ yang diusung 

Hizbullah, misalnya, walau Sayyid Hasan 

mengatakan jika mereka mau mereka bisa 
menerapkan ‘revolusi Islam’ serupa di 

-
nya bukan negeri yang tepat untuk melaku-
kan ‘revolusi Islam’ seperti yang dilakukan 
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Oleh karena itu, dalam posisinya sebagai 
interpretasi, konsep tentu 
berbeda dari . Tak seperti 

bukanlah dasar agama 
(us yang wajib diimani oleh setiap 

interpretasi atas  untuk kebutuhan 
politik umat saat ini dibuka seluas-luasnya 

hanyalah ta-
waran Khomeini atas interpretasinya terha-
dap konsep  yang kemudian diterima 
melalui referendum oleh rakyat Iran. Adapun 
setiap konteks ruang dan waktu, tetap memi-
liki peluang dan hak penuh untuk mengin-
terpretasikan konsep  sesuai dengan 
konteks dan kebutuhan politik yang meling-
kupi mereka, dan itu sah-sah saja, termasuk 
pula sikap kritis terhadap 
Selama kritik itu berdasar dan bisa dipertang-
gungjawabkan, itu bukan hanya diperboleh-
kan, namun justru diperlukan demi tercapai-
nya tata kelola pemerintahan Islam yang lebih 
baik. Memang tak pernah ada yang diperbo-
lehkan menglaim bahwa konsep politik Islam 
yang diciptakannya berdasarkan interpreta-
sinya atas sebagai konsep yang sem-
purna. Tak ada konsep politik yang sempurna 
di zaman yang kosong dari sosok yang sem-

Apa yang dilakukan oleh Khomeini sebe-
narnya layaknya apa yang dilakukan oleh 
Samuel P. Huntington dalam  

ulang. Seperti Islam, demokrasi atau bahkan 
sekularisme juga ditafsirkan dan hadir 
dalam berbagai wujud di berbagai negara 

di beberapa negara Eropa (seperti 
pernah di Prancis) tergolong kebijakan 
cacat dalam sudut pandang demokrasi dan 

diri atas peran atau minimal pengaruh politik 
positif dari agama, maka pemerintahan 
Islam—khususnya di Iran dalam hal ini—

justru membuka peluang seluas-luasnya bagi 
kontribusi politik positif dari konsep politik 

seperti akan dipaparkan di bagian selanjutnya 
dalam tulisan ini, demokrasi menjadi salah 
satu konsep politik yang diadopsi dalam 
sistem politik 
entah kenapa, tokoh seperti Huntington dan 

mau menggolongkan Iran sebagai salah satu 
negara demokratis. 

Menurut Hamid Enayat, konsepsi 
Khomeini tentang  atau atau 
juga disebut dengan sebutan rahbar, meru-
pakan kontribusi paling berani dalam wacana 
modern mengenai negara Islam. Khomeini 
menegaskan bahwa esensi negara Islam bu-
kan pada konstitusinya. Pada kenyataannya 
juga bukan pada komitmen penguasanya un-

-
tas khusus pemimpinnya. Menurut Khomeini, 
kualitas khusus ini hanya dapat dipenuhi oleh 

. Karenanya, Chibli Mallat menyebut 
sebagai poin kesimpulan dari argumen-

argumen Khomeini mengenai pemerintahan 
Islam.

Dalam karyanya, seperti Tah
Was dan , Khomeini menu-
lis bahwa 

atas penguasa.”15

dikonsepsikan oleh beberapa ulama Islam 
dan pernah berlangsung di beberapa dunia 
Muslim, di mana (para ulama) berada 

beberapa kasus, keberadaan ulama justru di-
maksudkan untuk melegitimasi kedigdaya-

nguasa menganut Islam, tentu saja dia harus 
, dan bertanya pada  

 Chibli Mallat, 
 Yamani, Filsafat 
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penguasa adalah  itu sendiri.”
-

dati fungsi esensial bersifat yudisial, 
dan bertugas mengamankan keselarasan se-

kerja yang ditawarkan oleh hukum Islam, na-
mun juga memeroleh fasilitas-fasilitas 

adalah 
perwakilan negara dan panglima tentara ter-
tinggi. Tanggung jawab pertahanan ini secara 
langsung tertulis dalam Artikel 110 Konstitusi 
Iran, yang menganugerahkan kepemimpinan 
komando atas angkatan bersenjata dan penga-
wal-pengawal revolusi. Karenanya, lah 
yang berhak menyatakan perang atau damai 
atas negaranya bagi negara lain. Mengenai 
supremasi dalam negara, hal ini dicantum-

tertinggi dalam negara setelah Rahbar.”  
Jika secara teori ketiga cabang pemerinta-
han (eksekutif, legislatif dan yudikatif) saling 
mengecek satu sama lain, maka kehadiran 

menciptakan suatu wewenang sandaran 
terakhir yang mengungguli mereka.  

 sendiri adalah seorang Muslim 
yang telah sampai pada tingkatan tertentu 
dalam ilmu dan kesalehan. Seorang 
disyaratkan mengetahui seluruh peraturan 
Allah, mampu membedakan sunnah yang 
sahih dan palsu, mutlak dan terbatas, serta 
umum dan khusus. Secara umum, merujuk 

Iran, seorang  harus memenuhi 

yakni mencapai derajat mujta-
hid mut yang sanggup melakukan  
hukum dari sumber-sumbernya. 

yakni bersifat adil dan memer-
lihatkan ketinggian kepribadian serta bersih 
dari karakter buruk. 

yakni memiliki kemampuan un-

 Chibli Mallat, 
 Chibli Mallat, 

tuk memimpin umat, mengetahui ilmu yang 
berkaitan dengan pengaturan masyarakat, 
cerdas, dan matang secara kejiwaan dan ro-
hani. 

Dalam sejarah Republik Islam Iran, 
baru ada dua yakni 

(sejak Revolusi Islam Iran) hingga wafatnya 

Khomeini) hingga saat ini. 

Implementasi 
Tentu, sebuah tuduhan yang tak berdasar 

dan tak bisa dipertanggungjawabkan jika 
disebut sebagai salah satu 

bentuk pemerintahan otoriter oleh ulama 
terhadap rakyatnya. Justru yang terjadi di Iran 
sebagai satu-satunya negara yang menerapkan 
konsep itu, segala kursi kepemimpinan tak 
diduduki oleh siapa pun kecuali dipilih oleh 
rakyat, baik secara langsung maupun tak 

sekalipun, 

tak secara langsung. harus memenuhi 
persyaratan-persyaratan teologis yang itu 
bisa dipertimbangkan pemilihannya oleh 
sekelompok yang cerdas, adil dan bijak. 
Sekelompok itulah yang dipilih seara 
langsung oleh rakyat Iran, yang kemudian 
mereka duduk di Dewan Ahli (Majlis-i 

yang bertugas mengangkat . 

Iran. 
Selain pemilu untuk memilih Dewan Ahli, 

Iran juga menggelar dua pemilu lain untuk 
memilih presiden dan anggota parlemen. 
Yang berbeda di sana adalah bahwa pemilu 
adalah pesta rakyat untuk memilih individu, 
bukan partai seperti di banyak negara di dunia. 
Pemilu merupakan ajang pemilihan individu 
yang kompeten sesuai dengan pengamatan 
langsung dari rakyatnya. Oleh karena itu, 
pemilu di sana jauh lebih maju, demokratis 
dan langsung ketimbang di beberapa negara 
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yang dilabeli demokratis. 
Seperti di setiap negara di dunia, mereka 

yang duduk di pemerintahan atau parlemen 
adalah mereka yang bukan hanya memiliki 
visi dan kapasitas, tapi juga jaringan komuni-
kasi yang kuat. Dengan jaringan komunikasi 
itulah rakyat mengenal visi dan kompetensi 
seseorang. Ulama di Iran ternilai sebagai 
kelompok masyarakat yang menguasai ja-
ringan komunikasi itu melalui ceramah dan 
pengajaran di berbagai tempat. Mereka juga 
memiliki kesadaran politik yang tinggi, se-
bab sistem politik di negara mereka memang 
berdasarkan keyakinan dan ajaran yang me-
reka pegang teguh. Oleh karena itu, tak heran 
jika di Iran didapati kenyataan bahwa struk-
tur pemerintahan didominasi oleh kalangan 
ulama. Sehingga salah kaprah jika ada tudu-
han bahwa pemerintahan di Iran merupakan 
pemerintahan yang dihegemoni oleh ulama. 
Takkan pernah ada peluang menghegemoni 
dalam sistem pemerintahan yang berbasiskan 
Islam seperti di Iran. Seperti 
telah dipaparkan, meskipun berbasiskan 
tauhid, namun penentu akan siapa yang akan 
memegang otoritas di sana adalah rakyat.

Pemerintahan Islam di Iran juga sangat 
terbuka pada referendum. Referendum bukan 
hanya menjadi pengalaman sejarah negeri itu 
dalam menentukan sistem ‘republik Islam’ 

kerap dilakukan di negeri itu, sebab memang 
rakyatlah yang berhak dalam memilih atau 
menentukan pemimpinnya. Oleh karena itu 
referendum dilakukan, misalnya, jika ada 
anggota parlemen yang wafat atau gugur 
keanggotaannya karena sebab-sebab tertentu.

Selain itu, salah satu poin penting dan 
mendasar terkait Iran pasca-Revolusi Islam 
Iran adalah bahwa Khomeini bersama rakyat 
Iran dengan penuh kesadaran memilih 
bentuk pemerintahan ‘republik’ untuk Iran, 
bukan kerajaan yang seolah menjadi bentuk 
pemerintahan identik Islam. Artinya, itu 
merupakan bukti kuat bahwa Khomeini dan 

rakyat Iran tak tertutup bagi gagasan politik 
baru, sekaligus membantah tuduhan bahwa 
para tokoh Revolusi Islam Iran bermaksud 
menarik Iran mundur kembali ke Abad 
Pertengahan. Pemilihan atas sistem ‘republik’ 
tentu dengan pertimbangan bahwa sistem 
itu mampu menjadi wadah bagi tata kelola 
pemerintahan modern yang berbasis Islam. Itu 
artinya bahwa secara politik sekalipun, Islam 
terbuka bagi pluralitas sistem politik di luar 
Islam, dengan syarat sistem itu memang sesuai 
dengan nafas Islam dan kepentingan rakyat.

Konsep ‘republik’ yang berbasis pada 
tiga sendi, yakni eksekutif, legistalif dan 
yudikatif yang dikenal dengan istilah ‘Trias 

untuk diadaptasi dalam sistem pemerintahan 
Islam bercorak 
dominannya terletak pada keberadaan posisi 

dengan segala otoritasnya. Secara 
umum, memiliki otoritas tertinggi atas 
ketiga lembaga dalam pemerintahan bersistem 
republik tersebut. Dalam konsep 

otoritas rakyat dipertemukan dengan 
otoritas Tuhan. Suara rakyat merupakan 
suara Tuhan. 

rintahan Iran, ada poin eks-
tra syari‘at. Oleh karena itu, terdapat apa 
yang disebut dengan Dewan Wali 
Negahban.) Sehingga perundang-undangan 
yang sudah disetujui oleh parlemen baru 
menjadi sah hanya dengan persetujuan Dewan 
Wali. Oleh karena itu, menurut penulis, dalam 
perundang-undangan Iran, rasionalitas publik 
dipertemukan dengan syari‘at. Keduanya 
berkelindan menjadi satu perundangan yang 
utuh sebagai ketentuan konstitusi dan hukum 
bagi rakyat Iran. 

Dalam kaitannya dengan posisi presiden, 
meskipun presiden dipilih langsung oleh 
rakyat, namun ia tak hanya bertanggung 
jawab pada rakyat, tapi juga pada 
(Pasal 20 Ayat 122 Konstitusi Iran.) Oleh 
karena itu, memiliki wewenang untuk 
memecatnya, berdasarkan rekomendasi dari 
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Mahkamah Agung. Artinya, bisa dipastikan 
bahwa presiden tersebut telah keluar 
dari harapan rakyat dan ketentuan Islam. 
Wewenang pemecatan itulah yang pernah 
dilakukan oleh Khomeini selaku atas 

Presiden Republik Islam Iran. 
Maka, menurut penulis, sebenarnya 

merupakan sebuah konsep 
yang mencoba memadukan dua varian yang 
selama ini cenderung dipandang secara diko-
tomis, khususnya dalam politik, yakni ‘no-
mokrasi-syari‘at’ dan ‘demokrasi.’ Sepintas 
keduanya memang seolah bertentangan; no-
mokrasi-syari‘at didasarkan atas kemutlakan 
wahyu, adapun demokrasi didasarkan pada 

Khomeini membuktikan bahwa pada 
dasarnya keduanya selaras, alih-alih berten-
tangan. Mustahil ada pertentangan antara su-
ara Tuhan dan suara nurani rakyat, sebab ke-
tentuan Tuhan adalah jalan terbaik yang Dia 

-
dangan dangkal yang melihat keduanya se-
cara paradoks, sebab pertama, dalam teologi 
yang menjadi dasar politik Islam di Iran, di-
yakini bahwa wahyu yang (valid) mus-
tahil bertentangan dengan penalaran yang 

pula. Segala sesuatu yang datang dari 
-

cenderungan primordial) manusia. Apa yang 
disyari‘atkan Tuhan, pasti yang terbaik bagi 
manusia. Sebaliknya, apa yang dikatakan bu-
ruk oleh Tuhan, pasti buruk pula dalam pena-
laran akal manusia. Hanya akal yang tereduk-
si atau termanipulasi (‘rasio eksperimental’ 
dalam peristilahan Herbert Marcuse) sajalah 
yang penalarannya bertentangan dengan ke-
tentuan Tuhan. Oleh karena itu, dalam kon-
teks ini, penerapan syari‘at dan wewenang 

 sebenarnya (hanya) untuk mengontrol 
manusia agar terhindar dari penalaran yang 
salah, tereduksi atau bahkan termanipulasi. 

dalam paparan yang lebih bersifat 
rasional-politis, Khomeini menjelaskan 

bahwa Islam menolak teokrasi dalam penger-
tiannya sebagai sistem kekuasaan yang 
berbasis pada orang-orang atau kelompok-
kelompok yang menglaim sebagai wakil 
(suara) Tuhan yang mutlak dan absolut, serta 
terbebas dalam ke- -an dan kesalahan. 
Hal itu sungguh mustahil, kecuali hanya 

memang . Oleh karena itu, sistem 
pemerintahan Islam sejatinya tak pernah 
dilandaskan pada sosok, melainkan sistem. 
Posisi menjadi penting karena dinilai 
paling ideal dalam kapasitasnya untuk 
menjalankan sistem politik Islam, sebab 
para memang dipilih sesuai dengan 
pengetahuannya akan Islam dan kemampuan 
untuk mengimplementasikannya secara utuh 

seorang adalah manusia biasa, maka 
ia memiliki peluang melakukan kesalahan. 

Konstitusi Iran disebutkan bahwa 
pun setara dengan warga negara lain dalam 
hukum. Dalam Ayat 111 disebutkan bahwa 

 bisa diberhentikan oleh rakyat secara 
tak langsung melalui Dewan Ahli. 

Adapun kegamangan untuk menerima 
sebagai salah satu interpretasi 

politik Islam yang cemerlang, menurut penulis 
karena beberapa faktor. Pertama, stigma di 
masyarakat yang cenderung melihat sistem 
politik hanya dalam kacamata dualisme, 
yakni teokrasi dan demokrasi. Mereka tak 
pernah membayangkan sebuah sistem politik 
yang menggabungkan kecemerlangan kedua-
nya dan memosisikannya dalam posisi saling 
kontrol guna mencari titik ideal. Karenanya, 
apa yang dilakukan oleh Khomeini yang 
merupakan kombinasi antara teokrasi dan 
demokrasi itu sulit diterima oleh masyarakat 
umum. adanya stereotipe bahwa 
negara Islam pastilah anti-demokrasi; 
terlanjur terbangun kesan otoriter, diktator, 
mengekang, dan lain-lain tentang Islam. 

umat Islam terlanjur meyakini 
doktrin salah kaprah yang memandang Islam 
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sebatas sebagai agama yang bersifat privat, 
karenanya harus dipisahkan dari segala 
sesuatu yang bersifat kemasyarakatan di 
ruang publik (politik, hukum, ekonomi, dan 
lain-lain.) Masyarakat kita terlanjur apatis 
terhadap agama sebagai sebuah tata nilai 
kemasyarakatan. Memang sering kali Islam 
disalahtafsirkan atau bahkan dimanfaatkan 
oleh oknum tak bertanggung jawab untuk 
melakukan aksi anarkisme, penindasan, 
pengekangan, dan lain-lain, dengan meng-
atasnamakan Tuhan.

dan Demokrasi 
Walaupun di bab sebelumnya penulis 

telah menyinggung nilai-nilai demokratis 
yang terkandung dalam konsep 

 namun dalam bab ini, penulis akan 
menarik demokrasi pada akar konsepsi dan 
sejarahnya, untuk kemudian didudukkan 
dengan 

Revolusi Prancis yang kemudian (konon) 
mengilhami kemerdekaan Amerika Serikat. 
Meskipun kata demokrasi tak disebut-sebut 
dalam revolusi itu, namun idiom-idiom de-
mokrasi relatif populer; kebebasan, persa-
maan, hak asasi manusia, dan lain-lain. 
Amerikalah yang kemudian melakukan 
konseptualisasi atas demokrasi. Sehingga 
demokrasi begitu erat dengan Amerika. 
Menurut penulis, dalam implementasinya di 
AS, demokrasi justru semakin menjauh dari 
idiom-idiom luhur tersebut. Oleh karena itu, 
penulis cenderung menyebut apa yang dilaku-
kan AS atas demokrasi sebenarnya bukanlah 
konseptualisasi, melainkan manipulasi.

Adapun di dunia Islam sendiri, 
demokrasi baru mulai dikenal di paroh 

dikaji seiring dengan identiknya pemimpin 
dunia Muslim dengan penindasan dan 
kediktatoran. Keterkaitan demokrasi dan hak 
asasi manusia kala itu menjadikan demokrasi 
menjadi istilah positif dalam dunia politik 
Islam kala itu. Ketika demokrasi identik 

dengan muatan positif itulah, intelektual 
Muslim gencar memromosikan Islam sebagai 
sistem yang demokratis, sebab di dalamnya 
mengamanatkan penghargaan atas hak asasi 
manusia, kesetaraan, dan penghormatan pada 
sesuatu yang lain di luar Islam. 

pulasi oleh kekuatan AS dan sekutunya, 
bahkan istilah itu menjadi ‘bendera perang’ 
bagi mereka untuk menginvasi negara 
manapun di dunia ini, maka sejak itu pula ada 

kekecewaan itu pada tatanan kegagalan para 
pionirnya dalam mengimplementasikannya. 
Persis seperti kegagalan negara-negara 
Muslim dalam mengimplementasikan sistem 
politik Islam sejati. 

Oleh karena itu, jika seperti yang 
dipaparkan penulis bahwa ada reinterpretasi 
atas falsafat politik Islam oleh Khomeini, 
yang kemudian melahirkan konsep 

maka dalam demokrasi, itu pun 

demokrasi sudah didapat. Reinterpretasi itu 
juga terkait dengan social conditioning dan 
cultural setting masing-masing negara yang 
menerapkan demokrasi, sebagaimana Islam 
ketika akan diterapkan di Iran oleh Khomeini. 

saat ini, namun setidaknya ada beberapa 
tolok ukur demokrasi. Menurut penulis, 
jika mengacu pada tolok ukur ini, dalam 
artian itu merupakan karakter sejati dari 
demokrasi, sebenarnya kita tentu bisa 
menyebut pemerintahan Islam di Iran itu 
sebagai pemerintahan yang demokratis, atau 
meminjam istilah Yamani, pemerintahan 
‘teo-demokrasi.’ 

Tolok ukur tersebut, yaitu: pertama, 

demokratis, pasti mendasarkan kepemimpi-
nannya pada proses pemilihan umum. 
Seperti telah dipaparkan, pemilihan umum 
juga dilakukan di Iran, baik secara langsung 
maupun tak langsung, untuk memilih setiap 
pemimpin atau anggota parlemen, dan 
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juga 
umum serta dorongan bagi rakyat untuk 
berpartisipasi menjadi salah satu poin penting 
dalam wasiat terakhir Khomeini dalam Last 
Will and Testament.18 

dewan perwakilan. Adanya 
dewan perwakilan juga merupakan tolok ukur 
demokrasi. Sebagai sistem yang bertumpu 
pada rakyat, keberadaan dewan perwakilan 
dimaksudkan sebagai ‘penyambung lidah 
rakyat.’ Kita juga tahu bahwa Iran pun 
memiliki parlemen perwakilan rakyat. 

keterwakilannya dalam parlemen Iran. 
distribusi kekuasaan (distribution 

of power.)
distribusi kekuasaan ini sebagai pemisahan 
kekuasaan dalam tiga ranah: eksekutif, 
legislatif dan yudikatif. Distribusi kekuasa-
an ini pada intinya mengamanatkan agar 
kekuasaan tak terpusat, melainkan terdis-
tribusi. Dalam konteks distribusi kekuasaan 
ini, Iran pun menerapkannya, dengan adanya 
tiga lembaga negara: eksekutif, legislatif 
dan yudikatif. Di atas ketiganya, memang 
ada sosok 
Itulah perbedaan Iran yang memang menurut 
penulis menganut sistem teo-demokrasi, 
bukan demokrasi secara utuh. Artinya, 
posisi  memang niscaya bagi Iran yang 
membasiskan kekuasaannya pada syari‘at. 

kekuasaan  pun bukan berarti bisa 
semena-mena, sebab dipilih, diawasi 
dan dikontrol oleh Dewan Ahli. pun 
bisa dipecat oleh Dewan Ahli. Jadi menurut 
penulis, keberadaan  tak bisa disebut 
sebagai simbol keterpusatan kekuasaan, sebab 
secara konseptual dan pada kenyataannya, 

melainkan pengontrol kekuasaan demokratis 
di Iran agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, 
sesuai amanat Revolusi Islam Iran. Oleh 
karena itu, dalam salah satu wasiatnya, 

18 Yamani, Filsafat 

Khomeini menegaskan bahwa, 

wilayah 19 
Akhirnya, jika kita membaca wasiat 

terakhir Khomeini dalam Last Will and 
Testament, kita akan tahu dan paham bahwa 
nilai-nilai demokrasi tak pernah ia abaikan 
dalam pembentukan konsep 

Ia sangat menekankan seluruh prinsip 
demokrasi sejati, seiring juga dengan 
kecamannya terhadap sistem politik yang 
mengatasnamakan Islam namun bertentangan 
dengan nilai keadilan. Alhasil, jika Islam 
dan demokrasi ditempatkan pada pengertian 
sejatinya, takkan ada persinggungan antar 
keduanya. Seperti bisa kita lihat di Iran saat 
ini, sebagai hasil interpretasi Khomeini. 

Simpulan
Apa yang berjalan di Republik Islam Iran 

. Tentu, sebagai sebuah interpretasi, 
tak sempurna, baik dalam 

tatanan konseptual maupun implementasinya. 

ban, memang takkan pernah ada konsep 
politik Islam apapun yang sempurna, di tengah 
ketiadaan sosok suci yang terbebas dari dosa 
dan salah  
Khomeini hanyalah salah satu konsep politik 
Islam yang ditawarkan dan kemudian diterima 
oleh rakyat Iran. Adapun di konteks negara 

lebarnya untuk diformulasikan konsep politik 
Islam lain yang berbeda, seperti diterapkan 

internal konsep sendiri, 

 Yamani, Filsafat 
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ada banyak corak lain, seperti  
Jawad Mughniyah, 
dan  Kazhim Hairi. Artinya, 

dengan konteks zaman dan masyarakatnya 
(termasuk demokrasi), tentunya dengan tetap 

ada yang boleh dan berhak menglaim sistem 
politik Islamnya merupakan ramuan yang 

politiknya.


